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Abstract. Human are legal subjects who often carry out legal acts in their daily lives,
so that human can give birth to legal consequenses from what tehay have done in their
lives. Apart from that,because humans are social creatures, it is natural that in their
lives they often come into direct contect. With the people around them,both directly and
indirectly. As social creatures, humans cannot be separated from agreements/bonds
between one another,whether it is a sale and purchase agreement,borrowing and
borrowing goods or other transaction. Making an agreements which is then often made
by a notary becomes a necessity for someone to carry out large transaction, whether it
is buying and selling land, company sheres and the like. So this article will try to present
a normative review regarding the existence of an agreement. An agreement made by a
notary,but there are terms of the agreement which are not implemented in the
agreement,so this paper tries to normatively examine the validity or legality of such an
agreement.
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Abstrak. Manusia merupakan subyek hukum yang kerap kali melakukan
perbuattanperbuatan hukum dalam kehidupan sehari-harinya,sehingga manusia dapat
melahirkan suatu akibat huukum dari apa yang sudah mereka lakukan dalam
kehidupannya,terlepas dari itu karena manusia adalah makhluk sosial maka sudah wajar
dalam kehidupannya sering bersentuhan langsung dengan orang-orang sekitar baik secrra
langsung maupun tidak langsung.Sebagai mahluk sosial manusia tidak akan terlepas dari
yang Namanya perjanjian/perikatan antara satu dengan yang lainnya,entah itu perjanjian
jual-beli,pinjam meminjam barang atau transaksitransaksi lainnya. Pembuatan suatau
perjanjian yang kemudian seringkali dibuat terhadap seorang notaris menjadi suatu
keharusan yang dilakukan oleh seseorang Ketika melakukan transaksi yang dengan
jumlah besar,entah itu jual-beli tanah,saham Perusahaan dan lain semacamnya.Maka
tulisan ini akan mencoba memaparkan suatu ulasan normatif perihal adanya suatu
perjanjian yang dilakukan oleh seorang notaris akan tetapi ada kemudian syarat-syarat
perjanjian yang tidak dilaksanakan dalam perjanjian itu,sehingga tulisan ini mencoba
mengkaji secara normatif kesahan atau kelegalan suatu perjanjian demikian.

Kata kunci : perjanjian, syarat sah perjanjian, Undang-Undang jabatan kenotarisan,
KUHPerdata.
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PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum,hal tersebut diatur dalam pembukaan UUD
1945 pasal 1 ayat tiga yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum” yang
segala perbuatan dan tingkaah laku warga negara sebagai subyek hukum harus patuh
terhadap hukum itu sendiri,hukum hadir sebagai pemecah problematika yang ada dalam
suatu negara yang bertujuan untuk memberikan
keadilan,kepastian serta kesejahteraan sosial,hukum sendiri juga dikatakan sebagai
displin ilmu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya sehingga hukum dikaatakan sui
generis yang memiliki corak dan sifat tertentu,sifat hukum yang tampak berbeda tersebut
dapat di interpretsikan bahwa hukum itu sendiri menjadi disiplin ilmu yang
diharapkan mampu menjadi titik temuh penyelesaian masalah yang ada dalam kehidupan
Masyarakat atau problem-problem publik negara yang bertujuan guna memberikan
kepastian serta kesejahteraan bagi seluruh makhluk sosial dalam suatu negara atau
bangsa.

Keistimewaan ilmu hukum dikarenakan hukum yang bersifat normatif dengan
segala macam perbedaan dengan disiplin ilmu lainnya sehingga dengan sifat
kenormatifannya inilah ilmu hukum dapat dibedakan secara fundamental dnga disiplin
ilmu lainnya,dismping itu perlu digaris bawahi bahwa Sanya ilmu hukum
tidak selamanya bersifat normatif karena hukum tersebut harus maampu menyesuaikan
dirinya selaras dengan perkembangan zaman daalam artian ilmu hukum harus menjadi
disiplin ilmu yang dinamis dan mampu untuk menyesuaikan dirinya sepanjang
berjalannya waktu,sehingga dalam hal itu hukum juga bersifat empiris yang tidak hanya
terpaku terhadap yuridis saja akan tetapi ilmu hukum juga mampu membaca fakta
empiris sebagai landassan fundamental untuk menentukan suatu putusan permasalahan.
Dengan ilmu hukum yang bersifat normatif ini dapat menjadi indikasi fungsional bahwa
ilmu hukum tidak menoton membahas perihal perundang-undangan akan tetapi ilmu
hukum mampu mengaplikasikan atau
memfungsikan realitas sosial yang ada dalam lingkup Masyarakat bahkan realitas hukum
adat yang ada dalam suatu daerah tertentu.

Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subyek hukum,manusia tidak akan
terlepas dari yang Namanya atau perbuatan yang sering kali dilakukan adalah perjanjian
atau perikatan dalam rangka untuk memenuhi suatu tujuan yang hendak mereka sepakati
atau mereka keehendaki,dalam buku 111 KUHperdata manganut system terbuka (open
system) yang berarti bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan
siapapun,menentukan syaratsyaratnya,pelaksanaan dan bentuk kontraknya baik
berbentuk lisan maupun tulisan sesuai denga yang masing-masing pihak sepakati.

Perjanjian-perjanjian yang telah diatur dalam KUH perdata seperti jual beli,sewa
menyewa,tukar menukar,Persekutuan perdata,hibah,pemberian kuasa dan lain
semacamnya sekarang banyak perkembangan yang tidak diatur dalam KUH
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perdata tersebut seperti halnya leasing,jual beli sewa,franchise,joint ventere dan lain
semacamnya,meskipun perjanjian tersebut sudah berkembang dalam lingkup sosial
Masyarakat tapi masig belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara
konkrit dan jelas.hanya diatur jelas dalam peraturan Menteri. Untuk melakukan suatu
perjanjian maka harus ada yang Namanya akta atau bukti bahwa kita memang betul-betul
melakukan suatu perikatan atau perjanjian dan haal tersebut dibuktikan dengan hitam-
diatas putuh yang bernaterai agar lebih jelas dan kongkrit Ketika terjadi suatu sengketa
diantara mereka yang melakukan suatu perjanjian.

Didalam melakukan perjanjian maka wajib mengetahui syarat sah suatu perjanjian
tersebut yang dalam hal ini diatur didalam pasal 1320 KUH perdata jika suatu perjanjian
yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sah yang terkandung dalam pasal tersebut
maka perjanjian yang dilakukan baatal demi hukum sehingga perjanjian tidak dapat
dilanjutkan ataupun dilanjutkan akan tetapi hanya sebatas formalitas saja. Pembuatan
perjanjian harus dibedakan antara pembuatan perjanjian
didepan apparat penegak hukum dengan perjanjian yang dibuat tanpa sepengetahuan
penegak hukum,karena Ketika suatu perjanjian dibuat dengan sepengetahuan penegak
hukum maka ada beberapa rule atau aturaan lagi yang harus mereka lakukan secara legal
agar perjanjian yang mereka lakukan dapat dinyatakan legal secara hukum dan sesuai
dengan azas-azas yang terkandung didalam hukum.

Seorang seringkali mengadakan suatu perjanjian atau periktan didepan seorang

notaris yang nota benenya sebagai penegak hukum yang secara legal sudah memiliki
wewenang atau kuasa secara hukum yang dibuktikan dengan surat bukti ke notarisan
terhadap klaian denga bukti tersebut seorang notaris dapat memiliki wewenang terhadap
person atau subyek hukum yang hendak atau ingin melakukan suatu perjanjian,dalam
perjanian yang dibuat dihadapan notaris harus menjadi satu bukti bahwa perjanjian yang
dibuat tersebut sesuai dengan syarat sah perjanjain dan

sesuai dengan ketentuan-ketentuan kenotarisan yang ada dalam peraturan kenotarisan
sehingga dengan ketentuan ini perjanjian dapat dilaksanakan secara legal dan hasil yang
disapatkan dari perjanjian itu dapat dipertangguang jawabkan keabsahan hukum nya dan
sesuai dangan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 tersebut yang mengatur
perihal syarat sah nya suatu perjanjian.

Pembuatan akta terhadap notaris juga diatur dalam undang-undang jabatan
kenotarisan pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “ notaris berwenang membuat akta otentik
mengenai semua perbuatan,perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta menympan akta memberikn grosse Salinan dan kutipan

akta,semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga tidak dapat ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetaapkan oleh undangundang.”
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Sesuai dengan yang dituliskan dalam pasal 15 ayat 1 tersebut bahwa segala kewenangan
yang melekat pada seorang notaris dalam menangani suatu perjanjian sehingga perjanjian
yang dibuat dihadapan notaris tterseebut menjadi surat yang

legal dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keabssahan
daan ke otentikannya.

Didalam menjalankan kwajibannya sebagai seorang notariss tentunyaa tidak terlepass
dari seegala norma yang meelekat pada dirinya seejak merekaa disumpah daan disaahkan
sebagai notaris atau penegak hukum,dalam pasal 16 ayat 1 hruf a

dijelaskan bahwa seorang notaris berkewajiban bertindak

jujur,seksama,mandiri,tidak berpiihak,dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam
perbuatan hukum. Sehingga sudah jelas diatur dalam pasal terseebut integritas seeorang
notaris yang harus dilaksanakan didalam menjaalankan kewenangannya.

Bertindak jujur artinya adalah seorang notaris berkewajiban untuk menjalankan
kewenangaannya dengan transparansi dalam segala macam perbuatan yang

menyangkut objek yang sedang ditaanganinya tanpa ada yang ditutup-tutupi,jujur dalam
artian seorang notari wajib menjalankan apa yang menjaddi kewajiban dan
kewenangannya. Seksama yang dimaksuda salam huruf a pasal 16 ayat 1 terssebut
mengandung interpretasi yang mewajibkan seorang notaris sebagai salah satu aparat
penegak hukum untuk memberikan keterangan ssecaara seksama. Tiddak berpihakan
seorang notariss dapat diaartikan bahwa,seeorang notariss harus netral ddan tidak
meengunggulkaan salah satu pihak atau bahkan mendukung ssalah satu pihak sehingga
dapat menimbulkan suatu ketidak adilan yang akan dianggap meresahkan dalam suatu
perkara atau permasalahan.

Didaalam pasal 16 ayat 1 huruf b uu tentaang jabatan kenotarisan juga disebutkan bahwa
“ seorang notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan
nya sebagai bagian dari protokoler notaris.” Dapat disimpulkan bahwa notaris didalam
membuat suatu perjanjian dengan seseorang wajib membuat minuta akta yang harus
disimpan sebagai protokoler terhadap notariss itu sendiri yang mana minuta akta tersebut
juga hendaaknya dibacakan dihaadapan klayen Ketika membuaat suatu perjanjian
sehingga kejelassan atau kepasstian diri daari seorang notaris bahwa dirinya benar-benaar
mimiliki wewwenaang didalam menaangani suaatu perjanjian aatau pembuatan
perjanjian yang hnenda notaris itu sendiri lakukan.

Jabatan kenotarissan ini daapat juga dikatakaan sebagai pejabat publik karena mereka
menjadi pelayak terhadap halayak umum didalam meelakukaan suaatu perjnjian sessuai
denga norma atau ketentuan yang sudah diatur sendiri dalam uu jabatan kenotarisan
nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan kenotarisan,sehingga jabatan kenotarisan ini
ditunttu untuk bagaimana kemudian memberikan pelayan atau penegakan yang efisien
sehingga daapat memberikan kepuasan terhadaap publik secara umum dan
mengindikasikan implementassi hukum secara khusus.
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Untuk bisa melakukan atau membuat suatu perjanjiaan dihadapan notaris tentunya
memiliki syaarat atau keteentuan yang suddah diatur dalam UU kenotarisan dan dalam
hal ini aturan teerssebut termaktub dalam UU kenotarisan pasal 39 ayat 1- 3 yang
berbunyi:

. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan

Caakap meelaakukaan perbuatan hukum

. Penghaddap harus dikenal oleeh notaris atau diperkenalkan kepadanyaa oleh dua orang
saksi pengenal yang berumur paling ssedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap
melakukan perbuatan hukum atau ddiperkeenalkan oleh duaa penghadap lainnya.

. Pengenaalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dinyatakan secaara jelas dalam akta

Cukup jelas esensi darri yang dituliskan didalam UU kenotarisan pasal 39 ayat 1-3
terseebut bahwaa syaarat pertama yang herus dipenuhinyaa adalah genap uusia berumur
18 taahun atau tidaak berumur delapan belas tahun akan tetaapi sudaah meenikh maka
ssesseorang terssebut dapat aataau bisa meelaakukn perjanjian dihadapan notaris dengan
tambahan point b yanitu seseoraang tersseebut harus caakap didalam melakukaan
perbuaatan hukum,cakap dalam artian bisa memahami segala yang dimaksud dan tidaak
cacat pikiraan dalam aartian gila atau tidaak warass. Selaanjutnya ddidalam ssyarat atau
ketentuan yang kedua dijelaaskan bahwa penghadap yang hendak menghadap kepaada
seoraang notaris sebagaimana ssyaaraat yang disampaikaan dalam ayat pertama tadi
harus diperkenalkan

terhaadap seorang notaris dengan keetentuan saksi pengenal minimal 2 orang saksi
dengan caatatan bahwwa ddua oraang saksi pengenaal tersebut harus genap berusia 18
tahun atau tidak genap delapam belas tahun akan tetapi sudah menikah dan cakap unruk
melakukan perbuatan hukum,sehingga selamjutmya pengenalan tersebut wajib
dituangkan atau secara tegas dinyatakan didalam akta.

Disamping itu,seorang saksi yang memperkenaalkaan oraang yag menghadap

terhadap notariss terssebut juga harus dikenal oleh notaris sebagaimaana dimaksud dalam
UU kenotarisan pasal 40 ayat 3 yang berbunyi bahwa” saakkssi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepaaddaa notaris tentang
identitas daan kewenangannya terhadap notaris oleh penghadap.” Berarti bahwa saksi
yang dibaawah oleeh penghadap terhadap notaris teersseebut juga wajib dan tentu haarus
diperkenalkan perihal identitas saksi,kewenaangan saksi sehinggga segaalaa sesuatu
yang dilakukan saksi itu mendapatkan kekuatan hukum secara legal.

Dan pengeenalan terhadap saksi ini juga harus dituangkan secara tegass didalam akta
perjanjian sesuai dengan pengenalan yang dilakukan oleh penghadap,dan ketentuan ini
juga diatur didalam UU kenotarisan pasal 40 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut ;”
pengenalan atau pernyataan tentang saksi harus dituangkan secara tegas didalam akta.”

60| . JSSR - VOLUME 2, NO. 1, FEBRUARI 2023



Dalam jurnal yang dibahass kali ini merupakan jurnal yang akan menyajikan

perjanjian yang ddibuat dihadaapan notaris yang maana minuta aakta dari perjanjian
tersebut tidak dibacakan sehingga yang perlu dibahas adalah kelegaalan dari akta yang
dibuat didepan notaris tersebut dan keabsahan perjanjian yang juga diatur didalam pasal
1320 KUHperdata sehingga maksud dan tujuan jurnal ini dibuat untuk bagaimana
kemudian dapat memecahkan problematika tersebut agar menjadi landasan atau acuan
berpikir didalam penyelesaian suatu masalah atau keabsahan dari perjanjian itu sendiri,
maka dari itu segaalaa macam pembahasan yang dilandaskan aatas pendekatan yuridis
atau normatif semoga mampu memberikan kunklusi yang otentik dan ddapat
dipertanggung jawabkan kebenaran objektifnya,\.

RUMUSAN MASALAH

Perjanjian yang dibuat didepan notaris dan mempunyai kekuaatan hukum Ketika dibuat
dengan cara aataau mekanisme yang kurang tepat sehingga produk hukum yang dibuat
tersebut harus di kritisi secara fundamental agar tidak menjadi produk hukum yang
absurd dan tiddak meemiliki kejelasan maka dari itu rumusan masalah dibawah ini akan
menjadi acuan dasar dari pokok pembahasan karya ilmiah yyang dikonsep dalam bentuk
jurnal ini.

. Apa yang menjadi penguat atau dasar hukum mengenai dengan pembacaan minuta akta
atau pembuatan dari minuta akta tersebut ?

. Bagaimaana kelegalan atau kesahan dari hasil perjanjain yang dibuat dihadapan notaris
akan tetapi minuta aktanya tidak dibacakan?

. Bagaimana KUHperdata dan UU kenotarisan mengatur kesahan hasil dari produk hukum
perjanjian yayng dibuat terhadap notaris tersebut?

PEMBAHASAN

Dalam kehidupan sosial menusia sebagai subyek hukum memang tidaka akan pernah
terlepas daari ada hubungan dangn subyek hukum lainnya sehingga dari itu juga sebagai
subyek hukum dan didorongkaan dengaan keinginan sebagai manusia yang sering
berinteraksi dengan other people atau orang lain sehingga dapat menimbulkan perbuatan
hukum yaitu perjanjianperjanjian untuk memenuhi kebutuhan ataupun menjalankan
kewajibannya.

Ada beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ahli
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Menurut pendapa sri sudewi masjehoen sofyan mengatakan bahwa perjanjian adalah
suatu peraturan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap orang
lain atau lebih

Menurut R wirjono prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut: suatu perjanjian
diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua
pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal
atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak unutk menuntuk
pelaksanaan itu.

. A girom samsudin meliala bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang

berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatau hal.

Dari beberapa definisi diatas dapat dikembangkan atau dikemukan bahwa ada
unsur-unsur yang tercantum didalam perjanjian: pertama adanya kaidah

hukum,kaidah hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua yaitu tidaak tertulis dan tertulis.
Yang dimaksud dengan kaidaah hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang berada
didalam atau terteraa didalam undang-undang,traktat dan yurisprudensi sedangkan yang
dimaksud dengan hukum kontrak tidak tertulis adalah hukum yang timbul dan
berkembang dimasyarakat contohnya dalah jual beli lepas jual beli tahunan dan lain
semacaamnya;yang mana hukum seperti ini biasanya berasal dari hukum adat atau
kebiasaan. Kedua adalah subyek hukum istilah lain dari subyek hukum ini adalah
rechtsperson yang diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedaang yang
menjadi subyek hukum didalam perjaanjian adalah debitur dan kreditur,kreditur adalah
orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang. Ketiga
adalah adanya prestasi, prestasi adalah apayang menjadi hak kreedditur dan yang menjadi
kewajiban debitur,prestassi terdiri dari memberi sesuatu atau melakukan sesuatu atau
tidak berbuat sesuatu. Ke empat adalah kata sepakat,yang dimaksud dengan kata sepakat
adalah salah satu syarat sah nya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 kuhperdata
dan kata seepaakat ini juga merupakan pernyataaan kehendak dari pada seseoraang yang
melakukan suatu proses perjanjian. Ke lima adalah akibat hukum, yang dimaksud akibat
hukum disini adalah Ketika sessorang tersebut dengan kata sepaakat suddaah melakukan
perjaanjian maka dari perjanjian

antar keduanya timbul yang Namanya hak dan kewajiban,hak dari yang memberikan
pinjaman dan kewajiban bagi objek yang meminta pinjaman.

Dari lima unsur yang sudah dijelaskan diatas maka sudah jelas Ketika seseorang
melakukan suatu perjanjian maka dapat mengandung lima unsur tersebut yang mana lima
unsur itu merupakan satu-kestuan yang lahir dari pda akibat hukum yang telah terjadi
antara sipenerima pinjaman dan pemberi pinjaman,maka dari itu kelima unsur diatas

harus dipahami dan disadri maupun disadarkan terhadap subjek hukum yang menjaddi
pelaku dari pada peerjanjian tersebut.
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syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 kuhperdata manantuukan adanya 4 dari
sahnya suatu perjanjian; pertama adalah kaya sepakat,kedua adalah kecakapan para pihak
untuk melakukan suatu perikatan,ketiga adalah suatu hal teertentu dan keeempat adalah
suatu sebab(kausa) yang halal.

1. Kata sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian dasarnya adalah pertemuann atau persesuaian
kehendak anatara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakn memberikan
kesepakatan atau persetujuannya jika apa yang menjadi kesepakatan tersebut dia juga
menghendakinya. Dalam kesepakatan bahwa Ketika para pihak yang menewarkan
menyatakan kesepakatan maka itu dinamakan dengan tawaran ( offerte) sedangkan
pernyataan pihak yang menerima tawaran maka itu dinamakan dengan

(acceptation).

j.satrio meneybutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut: pertama
secara tegas.l dengan akta otentik 2. Dengan akta dibawah tangan. Kedua dengan cara
diam-diam. Sekalipun tidak secara tegas undang-undang mengatakan tetapi dari
ketentuan-ketentuan yang ada antara lain pasal 1320 jo pasal 1338 kuhperdata dapat
disimpulkan bahwa pada asasnya kecuali ditentukan lain undang-undang tidak
menentukan cara orang menyatakan kehendak.

2. kesepakatan untuk mengadakan perikatan

Pasal 1329 kuhperdata mengatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Dalam
pasal 1330 kuhperdata menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk
membuat perjanjian yakni : orang yang belum dewasa,orang Perempuan dalam
pernikahan,merekaa yang ditarush dibawah pengampuan, akan tetepai mengenaai
Perempuan yang didalam pernikahan sudah dikatakan cakap dikarenakan
diundangkannya UU nomer 1 taahun 1974 pasal 31 ayat 2 dan Perempuan dalam
pernikahan dinyatakan sebagai cakap didalam melakukan

perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.

Pasal 1333 kuhperdata mengatakaan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok
suaatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. J.satrio menyimpulkan
bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian adalah objek yang
dijadikan sebagai prestasi didalam perjanjian tersebut.

Kuhperdata juga menerangkan bahwa suatu hal tertentu tidak haarus disebutkan asalkan
dapat dihitung atau atau ditentkan

4. Kausa hukum yang halal



PEMBUATAN PERJANJIAN DIHADAPAN NOTARIS YANG MINUTA AKTANYA TIDAK DIBACAKAN

Kausa hukum dalam perjanjian dapat dilarang jika bertentangan dengan

undangundang, hal tersebut diatur didalam pasal 1335 jo dan 1337 kuhperdata kausa
tersebut dikatakan bertentangan dengan undang-undang jika isi dari kausa tersebut
bertentangan dengan undang-undang yang sudah berlaku.

Sedangkan untuk mengatakan isi dari kausa perjanjian tersebut bertentang dari kesusilaan
adalah sangat sulit dikarenakan istilah kesusilaan ini sangat abstrak.

Keabsan atau kelegalan dari perjanjian yang dibuat didepan notaris tersebut kita harus
memperhatikan undang-undang jabatan kenotarisan dari pasal 15-17 undangundang
tersebut. Didalam undang-undang jabatan kenotarisan pasal 16 ayat 1 huruf 1 dikatan
bahwa ““ seorang notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangaani saat
itu juga oleh penghadap,notaris dan saksi. Jadi mebacakan akta tersebut adalah
merupakan kewajiban seorang notaris yang mana hal itu harus dibacakan didepan
penghadap dan harus dihadiri dengan minimal dua orang saksi didalam pembacaan
tersebut atau pembuatan perjanjian tersebut, lalu yang menjadi permasalahan adalah
Bagaimana kemudian jika seorang notaris tersebut tidak membacakan akta itu dihadapan
penghadap bagaimana kemudian keabsahan dan kelegalan dari perjnajian tersebut /

Dalam pasal 16 ayat 8 undang-undang jabatan kenotarisan dijelaskan dengan seksama
bahwa “ jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 dan ayat 7
tidak dipenuhi,maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta dibawah tangan. Sesuai denga napa yang menjadi pembahasan dalam pasal
16 tersebut sudah disampaikan secara komprehensif bahwa :

Seorang notaris berkewajiban didalam membacakan aakta tersebut dihaadapan
penghadap

Seorang notaris harus mengenali penghadap dan dua minimal orang yang dijadikan
sebagai saksi dari pembuatan perjanjian tersebut.

. Bahwa notaris wajib menyimpan akta yang sudah dibuat tersebut atau minuta kata yang
juga sudah dibuat.

. Akta yang dibuat oleh notaris hanya sebagai akta dibawah tangan Ketika syarat yang
dimaksud didalam ayat 1 huruf L tersebut tidak dipenuhi.

Sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1320 kuhperdata menjelaskan bahwa 4 syarat
yang harus ddipenuhi didalam melakukan perjanjian yang mana sudah dijelaskan diatas
mengenai empat syarat tersebut dan empat syarat tersebut wajib untuk dipenuhi dan
dilakukan oleh setiap subyek hukum yang hendak melakukan perjanjian atau
perikatan,maka dari itu perjanjian yang dibuat dihadapan seorang notaaris juga memiliki
kakuataan hukum karena atas apa yang sudah dijalaskan didalam pasal 16 undang-
undang jabatan kenotarisan bahwa perjanjian yang dibuat
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dihadapan seorang notaris memiliki kekuatan hukum dan mengenai dengan pembacan
minuta akta yang tidak dibacakan maka akta tersebut hanya memiliki kekuantan atau
pembuktian hukum dibawah tangan.

PENUTUP

Perjanjian yang dibuat dihadapan seorang notaris wajib kemudian mendatangkan
minimal dua saksi yang menjadi syarat dari pada keabsahan ataau kelegalan dari
pada perjanjian tersebuat yang dalam hal ini diatur didalam pasal 16

undangOundang jabatan kenotarisan dan perjanjian yang dibuat tersebut juga harus saling
mengenal antara pembuat perjanjain dan yang dibuati perjanjian,pun demikian seorang
notaris juga harus mengenali saksi yang hadir tersebut tentang identitas dari saksi dan
penghadap tersebut sehingga syarat itu menjadi kunci dari pada kelegalan dari perjanjian
yang sudah dibuat dan dapat memiliki kekuatan hukuj sacara yuridis normatif dalam
spesifik sifat dari surat yang dibuat tersebut.

KESIMPULAN

Perjanjian adalah bentuk implementasi dari manusisa sebagai subyek hukum yang dalam
kehidupan sehari-harinya guna memenuhi kewajiban atau kebutuhannya sehingga
menghassilkan sebuah produk hukum yang disebut sebagai perjanjaina atau elemen-
elemn lain dalam perjanjian tersebut berupa akta atau adanya hak dan kewajiban yang
menunggangi seseorang yang sedang terikat didalam perjanjian tersebut. Maka dari itu
perjanjiaan yang sering dibuat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah Upaya
positif yang harus diakui secara hukum kelegalannya karena perjanjian tersebut terjadi
karena adanya kesepakatan dari dua insan atau lebih yang hendak melakukan hubungan
kerjan utang piutan sewa menyewa atau lain sebagainya. Proses pembuatan perjanjian
dihadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang cukup besar dikarenakan
pembuatannya tersebut dilakukan secara langsung dengan profesi yang secara legal
memiliki kakuatan hukum tersendiri.
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